
BAB II 

REGULASI HAJI DI INDONESIA 

A. Pengertian Dan Faktor Lahirnya Regulasi Haji 

Berbicara tentang haji maka berbica tentang ibadah yang rukun islam yang 

dilaksanakan diwaktu tertentu dan disuatu daerah tertentu dan hanya diwajibkan hanya 

dilaksanakan satu kali seumur hidup. Disebutkan dalam UU No.13 tahun 2008 pasal 1 

ayat (1) ibadah haji adalah rukun islam ke lima yang merupakan kewajiban sekali 

seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.
1
 Maka 

pelaksanaannya memerlukan beberapa persyaratan baik lahir maupun bathin. 

Memerlukan suatu persyaratan tertentu yang harus dipenuhi lagi karena negara 

Indonesia mengatur beberapa ketentuan yang mengikat bagi para calon jamaah haji 

karena pelaksanaannya tidak dilaksanakan di Indonesia, melainkan di luar negeri yaitu 

di negara Araba Saudi. Tentunya ada aturan-aturan yang di buat dan harus di taati oleh 

kedua negara. 

Dalam kaitanya ibadah haji yang dilaksanakan di Arab Saudi maka menyangkut 

juga dengan hukum internasional, hukum kontrak internasional dan juga perjanjian 

internasional antara negara Indonesia dengan negara Araba Saudi. Juga mengenai 

beberapa regulasi yang ada di Indonesia mengenai pelaksanaan ibadah haji. 

Beberapa hal dasar yang perlu di ketahui adalah mengenai apa itu hukum. Maka 

disini akan di jelaskan sedikit mengenai perngertian tentang hukum. 

Hukum ada pada setiap masyarakat manusia dimanapun juga di muka bumi ini. 

Bagaimana pun primitifnya dan bagaimana pun modernnya suatu masyarakat pasti 

mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. 

                                                           
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggraan Ibadah Haji 



Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan 

timbal balik.
2
 

Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah kehidupan 

hukum dalam bermasyarakat, pandangan ini disebakan karena Indonesia menganut 

paham negara hukum.
3
 Sementara itu istilah hukum sendiri berasal dari Bahasa Arab : 

Huk’mun yang artinya menetapkan. Arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan 

pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan 

sebagian studi-studi sosial mengenai hukum. Berikut ini akan dikemukakan beberapa 

pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum, yaitu: 

1. P. Borst mengemukakan hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau 

perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan 

dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Dari definisi tersebut dapat 

dijalankan sebagai berikut: 

a. Hukum, ialah merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman 

hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukan 

kebiasaan. 

b. Norma hukum, diadakan guna ditujukan pada kelakuan atau perbuatan 

manusia dalam masyarakat, dengan demikian pengertian hukum adalah 

pengertian sosial. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum, sebaliknya 

bilamana tidak ada masyarakat, hukumpun tidak akan ada. 

c. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum 

mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar 

atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita. 
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Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan 

yang lebih dalam lagi yaitu keadilan didalam masyarakat mendapatkan bagian 

yang sama, dan akhirnya dapat terwujud dan terlaksana. 

2. Leon Duguit, mengemukakan hukum adalah aturan tingkah laku para anggota 

masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh 

suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar 

menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.4 

3. Van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan hidup yang 

bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. 
5
 

4. Utrecht, hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) 

yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh 

anggota masyarakatyang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk 

hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.
6
 

5. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan 

ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan 

kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.  

Dari berbagai pendapat para pakar hukum diatas, dapat disimpulkan, bahwa 

hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku 

manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian didalam masyarakat.  

Melihat dari berbagai pengertian hukum, maka hukum terdiri dari beberapa 

unsur yaitu:  

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat; 
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2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; 

3. Peraturan itu bersifat memaksa; 

4. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. 

Kemudian yang dimaksud dengan pengertian kontrak sendiri menurut Buku III 

Bab kedua KUH-Perdata (BW Indonesia, sama saja dengan pengertian 

perjanjian.sementara perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji 

epada seorang yang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal. Hubungan kedua orang tersebut mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang 

berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.
7
 

Hukum internasional merupakan sistema aturan yang digunakan untuk menagtur 

pergaulan negara yang merdeka dan berdaulat. Juga bisa disebut juga sebagai 

sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan 

tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karenanya ditaati dalam 

hubungan antarnegara, yang juga meliputi: 

1. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan 

organisasi-organisasi interasional, hubungannya-hubungannya dengan negara-

negara dan individu-individu. 

2. Peraturan-peraturan hukum tertentu mengenai individu-individu dan kesatuan-

kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan 

kesatuan itu merupakan masalha persekutuan internasional.
8
 

Maka yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah dalam pengertian 

umum dan luas yang dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan,traktat, ataupun 

konvensi adalah “kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional 

                                                           
7
 Syahmin, Hukum Kontrak Internasional,(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal 1 

8
 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia, 

(Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 89-90 



mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk memebentuk 

hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum 

internasional.” 

Pengertian ini tampak masih sangat luas dan umum, antara lain dapat 

ditunjukkan pada:  

1. Dalam definisi tersebut suatu subyek hukum internasional dapat dipandang dapat 

mengadakan perjanjian internasional. Padahal dalam kenyataannya tidaklah setiap 

subyek hukum internasional dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian 

internasional. Auat tidak semua subyek hukum internasional itu dapat 

mengadakan perjanjian internasional. Hingga kini hanya negara, tahta suci, dan 

organisasi internasional (tidak semuanya), kaum belligerensi,bangsa yang sedang 

memperjuangkan hak-haknya, yang dapat berkedudukan sebagai pihak dalam 

suatu perjanjian internasional. 

2. Definisi tersebut disamping mencakup perjanjian internasional tertulis juga 

mencakup perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis, yang masing-

masing memiliki karakter yang sangat berbeda, meskipun sama-sama merupakan 

perjanjian internasional. 

Oleh karena luasnya ruang lingkup perjanjian internasional menurut pengertian 

diatas, maka kiranya pengertian ini hanya dapat dipakai sebagai pedoman awal dalam 

pembahasan secara mendalam tentang perjanjian internasional dan hukum perjanjian 

internasional. Dengan kata lain, pengertian perjanjian yang sangat umum dan luas ini 

berguna sebagai titik tolak untuk mengklarifikasi perjanjian internasional dengan 

lebih mempersempit ruang lingkupnya. Baik ruang llingkup subyek hukumnya 

maupun ruang lingkup bentuknya. Dengan demikian juga dapat diharapkan kejelasan 



dari ruang lingkupnya yang secara substansial diatur oleh hukum perjanjian 

internasional.
9
 

Regulasi haji adalah segala peraturan yang mengatur berbagai rangkaian 

kegiatan dalam melaksanakan ibaddah haji. Penyelenggaraan ibadaha haji menurut 

undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 1  ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan 

ibadah haji adalah “rangkaian kegiatan pelaksaaan ibadah haji yang meliputi 

pembinaan, perlayanan dan perlindungan jamaah haji”. 

Dalam perjalanannya sejarah perjalanan penyelenggaraan ibadah haji di 

Indonesia telah diperlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang banyak 

dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada masanya. Penyelenggaraan ibadah haji 

sejak masa kolonial pada dasarnya dilandasi atas regulasi belanda yaitu pelgrems 

ordonnatie staatblaads tahun 1922 nomor 698 termasuk perubahan serta 

tambahannya dan pelgrims verordening tahun 1938. 

Pada masa orde baru kedua peraturan tersebut belum dicabut tetapi dilengkapi 

dengan regulasi yaitu dalam bentuk peraturan/keputusan Presiden RI, antara lain: 

1. Perpres RI No. 3 tahun 1960 tentang penyelenggaraan urusan haji. 

2. Perpres RI No. 112 tahun 1964 tentang penyelenggaraan urusan haji secara 

interdepartemental. 

3. Kepres RI No. 22 tahun 1969 tentang penyelenggaraan urusan haji oleh 

pemerintah. 

4. Kepres RI No. 53 tahun 1981 tentang penyelenggaraan urusan haji. 

5. Kepres RI No. 62 tahun 1995 tentang penyelenggaraan urusah haji.
10
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Yang dimaksud dengan peraturan presiden dalam hal ini adalah peraturan 

perundangan yang dibuat oleh persiden.
11

 

Perubahan demi perubahan dilakukan demi terselenggaranya pelaksanaan 

ibadah haji yang baik dan tercapainya suatu kepuasan tersendiri bagi para jamaah haji 

yang telah pulang melaksanakan ibadah haji. Di butuhkan adanya suatu landasan 

sebagai instrumen dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut yaitu adanya asas dan 

tujuan penyelenggaraan ibadah haji. 

1. Asas penyelenggaraan ibadah haji 

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah 

haji  pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan 

asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. 

Dalam undang-undang nomor 17 tahun 1999 juga menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, 

perlindung dan kepastian sesuai dengan pancasila dan UUD dasar 1945. 

2. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji 

Yang dimaksud dalam tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan 

penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Sebagaimana telah tercantum dalam tujuan 

penyelenggaraan ibadah haji menurut pasal 3 undang-undang nomor 13 tahun 2008 

adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya 

bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan 

ketentuan ajaran agama islam. 

Hal ini dikarenakan negara bertanggung jawab melayani atas segala keperluan 

para calon jamaah haji hingga mereka selesai melaksanakan ibadah haji tersebut. 

Oleh karena itu pembinaan dan pelayanan yang telah di maksud dalam pasal 3 
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tersebut adalah seluruh jamaah haji di berangkatkan ke tanah suci, mendapatkan 

pemondokan di wukufkan di Arafah dan di kembalikan lagi ke tanah suci. Hal ini 

adalah standar minimal pelayanan yang di berikan oleh pemerintah. 

Perlindungan yang dimaksud disini adalah menjamin terjaganya keamanan 

dan kenyamanan para jamaah haji mulai dari berangkat dari tanah air sampai ke 

tanah suci hingga mereka melaksanakan segala keperluan ibadah haji kemudian 

kembali lagi ke tanah air selamat dari segala gangguan baik teror maupun 

keselamatan dalam perjalanan. 

B. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu 

manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum 

berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam pergaulan yang 

terjadi di masyarakat terjadi hubungan hukum yang terjadi sebagai akibat adanya 

tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal 

lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antar  subyek hukum yang memiliki 

relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar 

subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap 

subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban 

yang di bebankan kepadanya, hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur 

hubungan hukum tersebut. 

Hukum di ciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-

hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum agar masing-masing subyek hukum dapat 

menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkannya secara wajar. Disamping 



itu hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan 

manusia terpenuhi maka hukum harus dilaksanakan.
12

 

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga 

negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan 

kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Pemerintah dalam 

hal ini memiliki dua kedudukan hukum, yaitu wakil dari badan hukum publik (publiek 

rechtspersoon, public legal entity) dan sebagai pejabat (ambtsdrager) dari jabatan 

pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya 

sebagai wakil dari badan hukum, tindakan tersebut di atur dan tunduk pada ketentuan 

hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya 

sebagai pejabat, tindakan itu tunduk dan patuh pada hukum administrasi negara. Baik 

tindakan hukum keperdataan maupun hukum publik dari pemerintah dapat menjadi 

peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-

hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi  

warga negara.  

Macam-macam perbuatan pemerintah yang memungkinkan lahirnya kerugian 

bagi masyarakat dan atau bagi seseorang atau badan hukum perdata. Secara umum ada 

tiga macam perbuatan pemerintah, yaitu perbuatan pemerintah dalam bidang 

pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling), perbuatan 

pemerintah dalam penerbitan ketetapan (beshikking), dan perbuatan pemeruntah dalam 

bidang keperdataan (materieledaad). Dua bidang pertama yang terjadi dalam bidang 

publik sehingga tunduk dan di atur berdasarkan hukum publik, sedangkan yang terakhir 
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khusus dalam bidang perdata dan karenanya tunduk dan diatur berdasarkan hukum 

perdata.
13

 

Berbicara hak dan kewajiban maka ada dua obyek yang nantinya mempunyai 

hak dan kewajiban. Pertama adalah hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini 

adalah calon jamaah dan jamaah haji dan yang kedua adalah hak dan kewajiban 

pemerintah. 

1. Hak dan kewajiban warga negara sebagai jamaah haji 

Hak warga negara dapat pula disebut dengan konsepsi hak asasi manusia 

(HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang 

dilahirkan dari sejarah peradaban manusia diseluruh penjuru dunia. Perolehan hak-

hak yang adil merupakan suatu hal yang harus didapatkan oelh setiap warga negara. 

Karena manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, 

makaprinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi 

sosial.
14

 Penegakan hak asasi manusia (Iqamat al-Huquq al- Insaniyyah). Dalam 

Undang – Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan 

bahwa hak asasi manusi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan 

anugrahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat manusia.
15

 

Sementara di Indonesia terdapat lembaga yang menangani hak asasi manusia 

yang biasa disebut dengan komisi nasional hak asasi manusia (KOMNAS HAM). 

KOMNAS HAM adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan 
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lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan kajian, perlindungan, 

penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi dan mediasi terhadap persoalan-

persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan 

keputusan presiden nomor 50 tahun 1993 tentang komisi asional hak asasi manusia. 

Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan 

subkomisi. Di sampng itu, Komnas HAM mempunyai sekretariat jendral sebagai 

unsur pelayanan.
16

 

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 memberikan gambaran umum bahwa 

setiap warga negara berhak menerima pelayan dari pemerintah terletak pada pasal 1 

ayat (6): “Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 

sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan 

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.”
17

 

Dalam hal ini para jamaah haji membutuhkan pelayan jasa publik untuk 

bagaimana pelaksanan ibadah haji terlaksanan dengan baik. Terdapat undang-

undang yang telah mengatur ketentuan umum mengenai pelayanan publik yang 

berhak di peroleh oleh setiap warga negara, termasuk para jamaah haji. Yaitu 

terdapat pada undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 5 ayat (4) poin c tentang 

pelayanan publik: “penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari kekayaan Negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi 
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ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan ddam peraturan perundang-

undangan.
18

 

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) setiap warga 

negara yang beragama islam berhak untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat: 

berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah,dan mampu membayar BPIH.
19

 

Di cantumkan juga di dalam undang-undang nomor 34 tahun 2009 pasal 7 berisi: 

“jemaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam 

menjalankan ibadah haji yang meliputi:  

a. Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di 

perjalanan, maupun di Arab Saudi 

b. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang 

memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan maupun di Arab Saudi 

c. Perlindungan sebagai warga negara indonesia 

d. Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang di perlukan untuk 

pelaksanaan ibadah haji, dan 

e. Pemberian kenyaman transportasi dan pemondokan selama di tanah air,di Arab 

Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.
20

 

Pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintahan pusat, 

yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara 

atau hukum administrasi yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan atau 

pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada atau menciptakan hubungan 

hukum baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, 
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penghapusan atau penciptaan yang kesemuanya itu merupakan unsur dari 

ketetapan yang harus di laksanakan oleh setiap warga negara maka segala sesuatu 

yang di buat untuk mengatur suatu kegiatan tertentu menjadi kewajiban bagi 

warga negara untuk mematuhinya.
21

 

Kewajiban jamaah haji menurut undang-undang nomor 13 tahun 2008 

pasal 5: setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban 

sebagai berikut: 

a. Mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggara ibadah haji kantor 

departemen agama kabupaten/kota setempat. 

b. Membayat BPIH yang di setorkan melalui bank penerima setoran, dan 

c. Memenuhi dan mematuhi persyratan dan ketentuan yang berlaku dalam 

penyelenggaraan ibadah haji.
22

 

Beberapa persyaratan dan ketentuan yang wajib di penuhi di atur dalam 

peraturan menteri agama nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah 

haji reguler dan peraturan menteri agama nomor 23 tahun 2016 tentang 

penyelnggaraan ibadah haji khusus. 

Di dalam PMA nomor 14 tahun 2012  tentang penyelenggaraan ibadah haji 

reguler berisikan 3 pasal yang berbunyi: 

a. Pendaftaran jemaah haji di lakukan setiap hari kerja sepanjang tahun. 

b. Pendaftaran jemaah haji dilakukan di kantor Kementrian Agama 

kabupaten/kota domisili jemaah haji ssesuai kartu tanda penduduk (KTP). 

c. Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib di 

lakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk mengambil foto dan sidik 

jari.
23
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Di dalam PMA nomor 29 tahun 2016 tentang penyelenggaraan haji khusus 

pasal 14: 

a. Pendaftaran haji khusus dibuka setiap hari kerja sepanjang tahun 

b. Pendaftaran haji khusus dilakukan secara langsung oleh calon jemaah haji 

yang bersangkutan 

c. Pendaftaran calon jamaah haji dilakukan pada kantor wilayah.24 

Persyaratan lainnya yang harus di penuhi adalah untuk prosedur pendaftaran 

ibadah haji terdapat pada Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2015 tentang 

perubahan atas PMA nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji 

reguler pasal 7. 

2. Hak dan kewajiban pemerintah atau penyelenggara ibadah haji 

Hak yang dimaksud sebagaimana pemerintah maka sama dengan hak yang 

diperoleh oelh setiap individu atau warga negara dan badan hukum sebagaimana 

telah di jabarkan pada hak dari warga negara. 

Sementara kewajiban dari pemerintah sendiri telah tercantum dalam 

undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggraan ibadah haji pasal 6: 

“pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan kesehatan, keamanan 

dan lain-lain yang diperlukan oleh jemaah haji.
25

 

 

C. PELAYANAN JAMAAH HAJI 

1. Unsur pelayan pelaksanaan haji 

Terdapat enam unsur pokok dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus di 

perhatikan: 

a. Calon haji 
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b. Pembiayaan 

c. Kelengkapan administratif 

d. Sarana tranportasi 

e. Hubungan bilateran antar negara 

f. Organisasi pelaksana 

Unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, dimana ke enamnya 

mempersyaratkan jaminan dalam pelaksanaan ibadah haji yang berkaitan dengan: 

pertama, jemaah haji yang telah terdaftar sah dan memenuhi syarat dapat di 

berangkatkan ke Arab Saudi. Kedua, seluruh jemaah haji yang telah berada di tanah 

suci dapat memenuhi akomodasi, konsumsi dan tranportasi. Ketiga, seluruh jamaah 

haji yang telah di tamah suci dapat menjalankan ibadah di Arafah dan rukun haji 

lainnya, dan keempat, jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji seluruhnya 

dapat di pulangkan ke daerah asalnya dengan selamat.
26

 

a. Calon jamaah haji 

Yang dimaksud disini adalah warga negara Indonesia yang akan 

mendaftarkan diri melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah yang 

mengikuti segala persyaratan yang di tentukan oleh penyelenggara yang 

berwenang. 

Jemaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama islam dan telah 

mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang 

telah di tentukan.
27

  

Disebutkan juga dalam PMA nomor 14 tahun 2012 pasal 5: 
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1) Warga negara asing yang memiliki hubungan hukum sebagai suami/isteri 

atau anak yang sah (mahram) dengan warga negara Indonesia yang terdaftar 

sebagai jemaah haji dan tinggal di Indonesia dapat mendaftar sebagai jemaah 

haji. 

2) Hubungan hukum dengan suami/isteri atau anak ang sah sebagaimana 

kelahiran atau kartu keluarga.
28

 

b. Pembiayaan 

Segala keperluan berkaitan dengan aktifitas untuk mensukseskan ibadah 

haji mulai dari pembiayaan melaksanakan manasik haji, biaya pemberangkatan 

dan pemulangan, biaya transportasi selama haji, biaya katering dan lain 

sebagainya. 

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 1 ayat (8) disebutkan: 

“biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disebut dengan BPIH 

adalah sejumlah dana yang harus di bayar oleh warga negara yang akan 

menunaikan ibadah haji.”
29

 

c. Kelengkapan administrasi 

Untuk kelengkapan administrasi sendiri telah di atur dalam beberapa regulasi di 

aantaranya: 

1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji 

Pasal 26 ayat (1): “pendaftaran jemaah haji dilakukan di panitia 

penyelenggara ibadah haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi 

persyaratan yang telah di tetapkan.” Ayat (2): “ketentuan lebih lanjut 
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mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran diatur dengan peraturan 

menteri.”
30

 

2) Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2012 

PMA nomor 29 tahun 2015 tentang perubahan atas PMA nomor 14 tahun 

2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler: 

Pasal 3: 

(1) Jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan 

pendaftaran setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang 

terakhir. 

(2) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

berlaku bagi pembimbing.
31

 

Pasal 4: 

(1) Persyaratan pendaftaran calon jamaah haji sebagai berikut: 

a. Beragama islam 

b. Berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar 

c. Memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili 

d. Memliki kartu keluarga 

e. Memiliki akta kelahiran atau kutipan surat nikah atau ijasah, dan 

f. Memiliki tabungan pada BPS BPIH minimal sebesar setoran awal 

BPIH. 

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon jamaah 

haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3X4 cm sebanyak 10 

(sepuluh) lembar dengan ketentuan: 
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a. Pas foto warna dengan latar belakang warna putih 

b. Warna baju atau kerudung kontras dengan latar belakang, tidak 

memakai pakaian dinas dan bagi jemaah haji wanita menggunakan 

busana muslimah.  

c. Tidak menggunakan kaca mata. 

d. Tampak wajah minimal 80 persen.
32

 

Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Beragama islam 

b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktukan dengan surat keterangan 

sehat dari dokter 

c. Memiliki paspor asli kebangsaan yang masih berlaku 

d. Memiliki izin tinggal terbatas (ITAS) atau izin tinggal tetap (ITAP) 

yang masih berlaku.  

e. Memiliki izin bertolak dan kembali yang masih berlaku 

f. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan Surat 

rekomendasi untuk menunaikan ibadah haji dari perwakilan negara 

yang bersangkutan.
33

 

3) Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2016 

Dalam PMA nomor 23 tahun 2016 untuk penylenggaraan ibadah haji 

khusus sebagai berikut: 

Pasal 15: 
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 Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2012 tentang pelaksanaan ibadah haji pasal 5 ayat 3 



(1) Untuk dapat mendaftar sebagai jamaah haji harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Beragama islam 

b. Berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar 

c. Memiliki rekening tabungan haji dalam bentuk rupiah atas nama jemaah 

haji 

d. Memiliki KTP yang masih berlaku 

e. Memiliki kartu keluarga 

f. Memiliki akta kelahiran atau kutipan surat nikah atau ijasah 

g. Belum pernah melakukan ibadah haji 

h. Bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon jemaah haji 

dalam pada calon jamaah haji yang tidak memiliki KTP sebagimana disebutkan 

pada pasal (1) huruf d, maka bisa di ganti dengan kartu identitas lainya yang 

sah.
34

 

d. Sarana transportasi 

Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji telah 

mengatur gamabaran umum tentang layanan tranportasi pada pasal 33 sampai 36. 

Pasal 33: 

Ayat (1) “pelayanan transportasi jemaah haji ke Arab Saudi dan pemulangannya 

ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jwawab menteri dan 

berkoordinasi dengan menterri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 

di bidang perhubungan. 

Ayat (2) “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 
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Pasal 34: “penunjukan pelaksanaan transportasi jemaah haji dilakukan oleh 

menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan 

efisiensi. 

Pasal 35: 

Ayat (1) “transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari 

debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.” 

Ayat (2) “ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan tranportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.” 

Pasal 36 mengenai barang bawaan 

Ayat (1) “jemaah haji dapat membawa barang bawaan ke dan dari Arab Saudi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.” 

Ayat (2) “pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh menteri keuangan.
35

 

 

Peraturan menteri agama mengatur tentang beberapa pelayanan transportasi 

nomor 14 tahun 2012 tentaang pelaksanaan ibadah haji reguler: 

Pasal 29: 

(1) Tranportasi jemaah haji dari daerah asal ke dan dari embarkasi/debarkasi 

menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan/atau pemerintah 

kabupaten/kota 

(2) Pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji ke 

dan dari Arab Saudi 
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(3) Pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 

aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisien. 

Pasal 30: 

(1) Tranportasi jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke 

Indonesia menggunakan transportasi udara dengan sistem carter 

(2) Pelaksaan transportasi udara jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi persyaratan transportasi udara yang meliputi sekurang-

kurangnya persyaratan administratif, standar kelayakan berudara, jenis dan 

kapasitas pesawat dan standar pelayanan 

(3) Penetapan pelaksanaan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayaat 

(1) ditetapkan oleh menteri setelah berkordinasi dengan menteri yang ruang 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan udara 

Pasal 31: 

(1) Penyusunan jadwal transportasi udara jemaah haji dari Indonesia ke Arab 

Saudi dari Arab saudi ke Indonesia mengacu pada rencana perjalanan haji 

(RPH) sebagaiman di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh direktur jenderal 

(2) Jadwal transportasi udara jemaah haji dan rencana perjalanan haji (RPH) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jendral 

Pasal 32: 

(1) Keberangkatan jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dilakukan memalui 

embarkasi sesuai dengan peengelompokan berdasarkan domisili tempat yang 

bersangkutan mendaftar 

(2) Dalam hal suami dan isteri atau orang tua dan anak kandung, tidak berada 

dalam pengelompokan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan 



penggabungan dengan mutasi keberangkatan antar provinsi dan/atau antar 

embarkasi 

Pasal 33: 

(1) Transportasi dari jemaah haji antar kota perhajian di Arab Saudi (Jeddah, 

Mekkah, dan Madina) dan di Masyair (Arafah, Muzdalifah dan Mina) menjadi 

tanggung jawab pemerintah bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi 

(2) Transportasi darat jemaah haji di kota mekkah dari pemondokan ke dan dari 

Masjidil Haram 

(3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinerikan sesuai 

ketentuan peraturan pemerintah Arab Saudi.
36

 

Di dalam peraturan menteri agama nomor 29 tahun 2016 juga mengatur tentang 

tranportasi terdapat pada pasal 35: 

(1) PIHK wajib menyediakan transportasi bagi jemaah haji dengan 

memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan 

(2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meluputi tranportasi udara 

ke dan dari Arab Saudi dan transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi 

(3) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37

 

Dalam buku II agenda pembangunan nasional rencana pembangunan 

jangka menengah nasional tahun 2015-2019 di sebutkan bahwa Peningkatan 

Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Sesuai amanat UU No. 

13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, dan PP No. 79/2012 tentang 

Pelaksanaan UU No. 13/2008, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, 

pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan berbagai layanan administrasi 
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pendaftaran, bimbingan manasik dan perjalanan haji, dokumen perjalanan, 

transportasi udara dan darat baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, 

pelayanan akomodasi dan konsumsi baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi, 

pelayanan kesehatan baik sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, selama 

di Arab Saudi maupun saat kembali ke Tanah Air, dan keamanan serta 

perlindungan bagi jemaah haji. Selanjutnya untuk penyelenggaraan ibadah haji 

khusus dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh masyarakat, 

sedangkan pemerintah melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. 

Upaya yang telah dilaksanakan selama ini antara lain adalah:  

1) pemanfaatan setoran awal untuk mengurangi Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji (BPIH) 

2) peningkatan kualitas akomodasi di dalam negeri seperti perbaikan asrama 

haji, ketepatan waktukeberangkatan, katering, transportasi terutama untuk 

jemaah yang menggunakan embarkasi transit 

3)  peningkatan akomodasi di Arab Saudi seperti perbaikan kualitas 

pemondokan dan dengan radius yang semakin dekat dengan Masjidil 

Haram, katering, transportasi darat 

4) pengembangan sistem pendaftaran pada Sistem Komputerisasi Haji 

Terpadu (Siskohat).  Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sudah semakin membaik yang 

antara lain ditandai oleh Indeks Kepuasan Jemaah Haji 1434 

Hijriyah/2013 Masehi yaitu 82,69 persen, meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya yaitu 81,32 persen (BPS). Selain itu menurut versi World 

Hajj and Umrah Convention(WHUC) pada tahun 2013 Indonesia juga 

meraih predikat sebagai penyelenggara haji terbaik dunia. 



Beberapa permasalahan   yang  dihadapi  dalam  upaya peningkatan  

kualitas  penyelenggaraan  ibadah  haji dan umrah, antaralain:  

1) transparansi informasi daftar tunggu bagi calon jemaah haji masih perlu 

ditingkatkan. Saat ini, lama  rata-rata  daftar  tunggu jemaah  haji  secara  

nasional mencapai 12 tahun, menurut data Kementerian Agama, hingga 

bulan April 2013 telah tercatat 2,2 juta calon haji 

2) masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji Dan Umrah (KBIH) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 

(PIHK) 

3)  masih terdapat kabupaten yang belum  menggunakan Siskohat terutama 

di daerah pemekaran 

4) kualitas pembinaan dan pelayanan kepada jemaah haji masih belum 

optimal. Dengan demikian tantangan yangdihadapi adalah meningkatkan 

transparansi dan kualitas pelayanan, pengelolaan dana haji, dan 

pembinaan terhadap jemaah haji dan umrah.
38

 

Ritual ibadah haji termasuk rumit dan cukup membingungkan, terlebih 

bagi sebagian besar jamaah haji yang tidak mengikuti bimbingan manasik haji 

sehingga belum dapat menggambarkan perjalanan yang akan di tempuh. Baik itu 

haji reguler dari jalur pemerintah maupun dari jalur haji khusus yaitu jalur swasta 

atau dalam hal ini adalah PT. Travel. Di bagi menjadi dua rute yaitu: 

1) gelombang 1: rute perjalanan Jeddah-Madinah-Mekkah-Jeddah 

2) gelombang 2: rute perjalanan Jeddah-Mekkah-Madinah-Jeddah.
39

 

Dalam hal pemondokan jamaah haji, pemerintah membaginya dalam 

beberapa kelompok (dikenal dengan istilah ring/lingkaran) ditinjau dari jarak 
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pemondokan ke masjidil haram. Namun bedanya jika dahulu ring 1 berjarak 2500 

meter, kini batas ring 1 di kurangi menjadi 2000 meter.
40

 

1) Ring 1 berjarak 0-2 km (meliputi: Mahbas Jin, Jumaizah, Syib Amir, 

Ajyad, Jarwal, Hafair dan Misfalah) 

2) Ring 2 berjarak 2-4 km (meliputi Syisyah, Raudhah, Ma’abdah, Azizaiah, 

janubiyah, Aziziah Syamilah, Bakhutmah, Nakasah, Ray Zakhir dan 

Zahir). 

Agar tidak terjadi kecemburuan, setiap jamaah yang tinggal di pemodokan 

ring 2 (lebih dari 2 km) mendapat asilitas bus antar jemput dari hotel menuju ke 

masjidil haram tiga kali setiap hari. Walauoun janjinya terlihat manis, namun 

rasanya masih asam juga jika melilat jamaah yang harus tinggal di pemondokan 

yang berjarak 2 km dan di kategorikan dalam ring 1. 

Penentuan jarak yang di pakai dalam pengelompokan ring ini bukan di 

hitung sesuai panjangnya jalan. Namun letak pemondokan ditarik lurus pada peta 

dan ujungnya hingga pelataran masjidil haram, bukan di hitung dari kakbah.
41

 

Ini artinya hitungan riil jamaah yang tinggal di ring 1 untuk dapat thawaf 

di Masjidil Haram harus berjalan lebih dari 3 km dihitung jalan berbelok dan 

panjang pelataran masjidil haram hingga kakbah.
42

 

Bagi para jamaah yang menginginkan kendaraan selain bus yang di sediakan 

gratis oleh pemerintah, ada kendaraan lain seperti taksi dengan ongkos berkisar 2-

5 riyal.
43

 

e. Hubungan bilateral 

                                                           
40

 Ibid 35 
41

 Ibid 37 
42

 Ibid 38 
43

 Ibid 40 



Berbeda dengan hukum nasional yang berlaku di setiap negara merdeka 

dan berdaulat yang di jalankan, di awasi serta di berikan sanksi bagi yang 

melanggarnya oleh sistem penyelenggaraan negara negara (termasuk di dalamnya 

penyelenggaraan hukum) secara efektif berdasarkan organisasi penyelenggaraan 

negara tersebut, hukum internasional tidak memiliki pola pelaksanaan dan 

pengawasan secara terpusat. Tidak ada satu kekuasaan terpusat pun yang dapat 

memaksa para negara-negara anggota pergaulan internasional untuk menaati 

peraturan-peraturan yang terkadung dalam hukum internasional.
44

 

Hubungan diplomatik Indonesia–Arab Saudi secara tidak resmi telah 

terjalin sangat lama yaitu diperkirakan sejak abad pertama hijriyah. Dimulai dari 

hubungan dagang antara pedagang Arab yang berdagang sekaligus juga 

menyiarkan agama Islam yang memberikan banyak pengaruh terhadap penduduk 

Indonesia untuk memeluk Islam.
45

 Hubungan Diplomatik Indonesia–Arab Saudi 

baru secara resmi tercatat didirikan pada tanggal 1 Mei 1950 atau tepatnya 5 

tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaan dan menjadi Negara yang berdaulat. 

Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara 

dua pihak atau dua Negara”.
46

 Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan 

bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua 

Negara. Dalam hal ini hubungan tersebut terjadi antara Indonesia dan Arab Saudi 

dalam penyelenggaraan ibadah haji. 

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak terlepas dari 

kepentingan nasional masing-masing Negara untuk mengadakan hubungan dan 

menjalin kerjasama antara kedua Negara dan tidak tergantung hanya pada Negara 
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yang dekat saja melainkan juga Negara yang secara geografis letaknya agak jauh. 

Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan 

memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi 

sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua 

Negara. 

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua 

konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini 

berubah dari waktu ke waktu  sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu 

sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi 

dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula di artikan 

dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua Negara untuk 

berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di 

sepakati bersama. Terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan 

kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang 

diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk 

menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan 

perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini 

di sebut kerjasama.
47

 

Pendapat di atas memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua 

bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik dan kerjasama. 

Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal 

mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada 

konflik. Namun apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu 
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kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan 

suatu bentuk kerjasama.  

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki 

tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah 

kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan Negara tersebut. Tujuan-tujuan 

tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional Negara tersebut. Sebab atas 

dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah Negara akan merumuskan sebuah 

kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang 

dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara 

lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai 

tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.
48

 

Kebijakan spesifik yang dimaksud dapat berupa kebijakan yang bersifat 

kerjasama bilateral dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah  Arab 

Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun, kebijakan spesifik tersebut 

juga dapat berupa paksaan yang harus diterima oleh Negara lain dalam hal ini 

kebijakan pembatasan kuota jumlah jemaah haji oleh pemerintah Arab Saudi. Hal 

tersebut di lakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan 

nasionalnya, serta melindungi kepentingan negaranya. 

Kepentingan nasional sebuah Negara dapat berubah mengikuti pada 

tingkat prioritas atau agenda ideologis pemimpin ataupun pemerintahan Negara 

tersebut. Ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional dapat di pengaruhi oleh 

banyak faktor dalam sebuah Negara. Wujud dari implementasi sebuah 

kepentingan nasional adalah perumusan sebuah kebijakan yang merupakan 
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kelanjutan dari politik luar negeri Negara tersebut. Politik luar negeri tersebut 

tidak hanya memperhitungkan kondisi dari luar Negara tersebut, tetapi juga 

melihat kondisi dari dalam negerinya. Dalam wujud penyelenggaraan haji oleh 

pemerintah Arab Saudi hal pertimbangan kebijakan ini merujuk pada kondisi 

serta fasilitas penunjang yang tahun demi tahun terus di perbaiki dan di 

tingkatkan. 

Kebijakan luar negeri sendiri memiliki pengertian "Kebijakan luar negeri 

adalah semua sikap dan aktivitas yang melalui masyarakat nasional yang 

terorganisasi berusaha untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari 

lingkungan internasional".
49

 Defenisi ini menggambarkan Kebijakan luar negeri 

suatu Negara sebagai representasi dari politik luar negeri dan politik dalam 

negeri. Politik luar negeri tersebut tidak hanya melibatkan faktor-faktor eksternal, 

melainkan juga faktor-faktor internal. Secara umum, politik luar negeri 

merupakan sebuah perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk 

mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam 

percaturan dunia internasional.
50

 

Kebijakan luar negeri menurut Roseneau , "upaya suatu Negara melalui 

keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan 

dari lingkupan eksternalnya"
51

 Kebijakan ini diambil sebagai representasi dari 

kedaan domestik dalam suatu Negara dengan kata lain politik luar negeri 

merupakan cerminan dari kondisi dalam negeri sebuah Negara serta bagaimana 

sebuah Negara melihat kondisi politik global yang sedang terjadi. Peristiwa 
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maupun fenomena internasional yang terjadi di luar sebuah Negara juga menjadi 

sebuah faktor yang ikut merumuskan kebijkan luar negeri sebuah Negara.
52

 

f. Organisasi pelaksana 

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji 

mengatur tentang pengorganisasian pelaksanaan ibadah haji. 

Pasal 8 

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

(2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan 

tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Menteri mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan 

masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab 

Saudi. 

(4) Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. 

(5) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah 

Menteri. 

(6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung 

jawab KPHI. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam 

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan peraturan Pemerintah. 
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Pasal 9 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dikoordinasi oleh: a. Menteri di tingkat pusat; b. 

gubernur di tingkat provinsi; c. bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan d. 

Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. 

Pasal 10 

(1) Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan 

melaksanakan penyelenggaraan Ibadah Haji. 

(2) Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji berkewajiban menyiapkan dan 

menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Ibadah Haji sebagai 

berikut: 

a. penetapan BPIH 

b. pembinaan Ibadah Haji 

c. penyediaan Akomodasi yang layak 

d. penyediaan Transportasi 

e. penyediaan konsumsi 

f. Pelayanan Kesehatan; dan/atau 

g. pelayanan administrasi dan dokumen. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara Ibadah Haji diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 11 

(1) Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat, di 

daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi. 

(2) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri menunjuk petugas yang 

menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas: 

a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) 



b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) 

c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) 

(3) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengangkat petugas yang menyertai 

Jemaah Haji, yang terdiri atas: 

a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) 

b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD). 

(4) Biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas 

operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan 

petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 

peraturan Menteri. 

Pasal 12 

(1) KPHI dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan 

pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. 

(2) KPHI bertanggung jawab kepada Presiden. 

(3) KPHI bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap 

Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk 

penyempurnaan penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. 

(4) KPHI memiliki fungsi: 

a. memantau dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Indonesia 

b. menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan 

masyarakat 



c. menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan 

Ibadah Haji 

d. merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan 

operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. 

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPHI dapat bekerja sama dengan 

pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden 

dan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

Pasal 13 

KPHI dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri. 

Pasal 14 

(1) KPHI terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota. 

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur 

masyarakat 6 (enam) orang dan unsur Pemerintah 3 (tiga) orang. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur 

Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh 

masyarakat Islam. 

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari 

departemen/instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

(5) KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. 

(6) Ketua dan Wakil Ketua KPHI dipilih dari dan oleh anggota Komisi. 

Pasal 15 

Masa kerja anggota KPHI dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Pasal 16 



Anggota KPHI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri 

setelah mendapat pertimbangan DPR. 

Pasal 17 

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPHI, calon anggota harus memenuhi 

persyaratan: a. Warga Negara Indonesia; b. berusia paling rendah 40 (empat 

puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; c. mempunyai 

komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah 

Haji; d. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; e. tidak pernah dijatuhi pidana karena 

melakukan tindak pidana kejahatan; f. mampu secara rohani dan jasmani; dan g. 

bersedia bekerja sepenuh waktu. 

Pasal 18 

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPHI 

dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. 

Pasal 19 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya KPHI dibantu oleh sekretariat. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas pertimbangan 

KPHI. 

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung 

jawab kepada pimpinan KPHI. 

Pasal 20 



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian 

anggota KPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan 

Presiden.
53

 

Di dalam peraturan menteri agama nomor 14 tahun 2012 mengatur tentang 

petugas pelaksanaan ibadah haji 

Pasal 20: 

(1) Direktur Jendral membentuk PPIH di tingkat pusat, di daerah ang memiliki 

embarkasi, dan di Arab Saudi 

(2) PPIH sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian 

agama, kementerian/instansi terkait, dan/atau pemerintah daerah 

(3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terbentuk paling 

lambat satu bulan sebelum keberangkatan jamaah haji kelompok terrbang 

pertama 

(4) Gubernur atau bupati/walikota di daerah yang tidak memiliki embarkasi 

dapat membentuk PPIH 

Pasal 21: 

PPIH bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji, 

serta pengendalian dan koordinasi  pelaksanaan operasional ibadah haji di 

Indonesia dan Arab Saudi 

Pasal 22: 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, PPIH dibantu 

oleh petugas yang menyertai jemaah haji.
54

 

2. Prosedur penyelenggaraan ibadah haji 

                                                           
53

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
54

 Peraturan menteri agama nomor 14 tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji 



Prosedur pendaftaran secara umum telah di atur di dalam undang-undang 

nomor 13 tahun 2008 sebagai berikut: 

Pasal 26 

Ayat (1) “pendaftaran jemaah haji dilakukan di panitia penyelenggaraan ibadah haji 

dengan mengkuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.” 

Ayat (2) “ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran di 

atur dengan peraturan menteri.” 

Pasal 27: “ketentuan lebih lanjut mengenai warga negara di luar negeri yang akan 

menunaikan ibadah haji diatur dengan peraturan pemerintah.” 

Di dalam peraturan menteri agama nomor 14 tahun 2012 mengatur tentang prosedur 

pendaftaran tlah di ubah dalam PMA nomor 29 tahun 2015 menjadi sebagai berikut: 

Pasal 7: 

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:  

a. jemaah haji melakukan tranfer ke rekening menteri sebesar setoran awal 

BPIH 

b. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH 

c. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 lembar dengan 

rincian sebagai berikut:  

1. Lembar perrtama berrmaterai secukupnya untuk calon jamaah haji 

2. Lembar kedua untuk BPS BPIH 

3. Lembar ketiga untuk kantor kementerian kabupaten/atau kota 

4. Lembar keemat untuk kantor wilayah kementerian agama provinsi  

5. Lembar kelima untuk Direktorat Jendral penyelenggaraan haji dan umrah  



d. Bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib 

mencantumkan nomor validasi, ditandatangani dan dibubuhi stempel BPS 

BPIH, dan masing-masing diberi pas foto ukuran 3x4 cm  

e. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, keempat dan kelima bukti 

setoran awal BPIH ke kantor kementerian agama kabupaten/atau kota paling 

lambat lima hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH. 

f. Jemaah haji yang bersangkutan wajib nmenyerahkan persyaratan 

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan bukti aplikasi 

transfer asli BPIH serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas kantor 

agama kabupaten atau kota untuk diverifikasi paling lambat lima hari kerja 

setelah pembayaran setoran awal BPIH 

g. Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa surat pendataran pergi 

haji (SPPH) dan menyerakhan kepada petugas kentor kementerian agama 

kabupaten/kota untuk di daftarkan kedalam SISIKOHAT dan mandapatkan 

nomor porsi 

h. Jemaah haji menerima lembaran bukti pendaftaran haji yang telah 

ditandatangani dan dibubuhi setempel dinas oleh petugas kantor 

kementerian agama kabupaten/kota.
55

 

Sementara dalam penyelenggraan ibadah haji khusus juga diatur dalam  PMA 

nomor 23 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagai 

berikut: 

Pasal 16: 

Ayat (1): prosedur pendaftaran haji sebagai berikut: 
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a. Jemaah haji memilih PIHK dan membuat surat perjanjian kesepakatan 

dan menyampaikan salinan nya pada saat pendaftaran dikantor waliyah 

b. Jemaah haji membuka rekening tabungan haji dalam bentuk rupiah 

(IDR) pada BPS BPIH yang telah ditentukan 

c. Jemaah haji membayar setoran awal BPIH khusus rekening menteri 

agama pada BPS BPIH sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh 

menteri 

d. Jemaah haji menyerahkan bukti setoran awal BPIH khusu dan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 kepada petugas 

kantor wilayah untuk mendapatkan nomor porsi 

Ayat (2): “jemaah haji yang telah mendafftar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruff d memperoleh nomor porai dari SISKOHAT kementerian 

agama sesuai dengan urutan pendaftaran 

Pasal 17: 

(1) PIHK sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a 

menerbitkan bukti terdaftar sebagai jemaah haji di PIHK 

(2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c 

nemerbitkan bukti pembayaran BPIH khusus yang mencantumkan 

nomor validasi sebanyak 5 lembar yang masing-masing diberi pas 

foto ukuran 3x4 cm, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Lembar pertama bermaterai secukupnya untuk jemaah haji  

b. Lembar kedua untuk BPS BPIH  

c. Lembar ketiga untuk PIHK 

d. Lembar keempat untuk kantor wilayah 

e. Lembar kelima untuk Direktorat Jedral 



Pasal 18 

(1) Jemaah haji yang tidak melakukan pembayaran setoran awal BPIH 

khusus pada BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 

(1) huruf  c dalam batas aktu lima hari , pendataran pada PIHK 

tersebut dinyatakan batal secara sistem 

(2) Jemaah haji yang tidak menyerahkan bukti setoran awal BPIH 

khusus ke kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 

ayat (1) huru d dalam batas waktu 30 hari kerja, pendaftaran 

dinyatakan batal secara sistem 

(3) Dalam hal pendaftaran jemaah haji batal secara sistem sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setoran awal BPIH khusus 

dikembalikan kepada jemaah haji yang bersangkutan 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan dan pengembalian 

BPIH khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 

ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jendral.
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